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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh inas
\“1 AH .
,OQ
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH { - ., MM.RS
2 DIN i
{1\ KETAHANAR A 12001
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK Nama SOP \ asi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana ‘Z"v( Y
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 1. Minimal SMA atau Sederajat / Q,‘\
Tentang Keterbukaan Informasi Publik HANTAN

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2001 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tetang Standar Layanan
Informasi Publik

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2013 tenntang Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

11.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

12.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memilih pengetahuan mengenai
Pelayanan Prima

4. Menmiliki Tata Drama

Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi 1. Lembaran Kerja dan Rencana
dan Dokumentasi Publik Kerja
2. SOP Pelayanan Informasi Publik
. Term Of Reference
3. Alat Tulis Kantor
Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka - Disimpan dalam bentuk soficopy
pemohon informasis tidak akan terlayani dan hardcopy

dengan baik
2. Bila Prosedur ini tidak berjalanan maka
Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3. Prosedur ini tidak berjalan maka Image
Positif PPID Nama Daerah terhadap

Pemerintah Tamu menjadi Negatif
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